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ABSTRAK

Implementasi pengelolaan kinerja baik pengelolaan kinerja organisasi dan
pengelolaan kinerja pegawai haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan
penerapannnya. Penyusunan kontrak kinerja yang mengacu pada uraian indikator
kinerja utama serta penetapan target haruslah memenuhi prinsip-prinsip SMART
— C (Specific Measurable Agreeable Realistic Time Bounded Continously
Improved). Keterlibatan Mitra Manajer Kinerja Organisasi dan Mitra Manajer
Kinerja Pegawai diperlukan untuk memastikan implementasi peraturan telah
berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Untuk mengetahui implementasi
pengelolaan kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean Belawan, perlu dilakukan penelitian terkait implementasi
pengelolaan kinerja beserta semua aspeknya.

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriftif yaitu prosedur-
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan
subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.
Sampel penelitian sebanyak 40 responden terdiri dari 10 pegawai struktural dan
30 pegawai pelaksana serta wawancara terhadap 4 pegawai terdiri dari satu
pegawai pelaksana, satu pegawai struktural, Mitra Manajer Kinerja Organisasi dan
Mitra Manajer Kinerja Pegawai sebagai narasumber dalam wawancara mendalam.
Pengumpulan data primer kuantitatif menggunakan teknik kuesioner dan
pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara.
Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan
observasi.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan kinerja
yvang dilihat dari aspek organisasi, persepsi dan penerapannya secara umum telah
dapat dilaksanakan namun menghadapi kendala-kendala berupa sumber daya
manusia dan sarana dan prasana yang belum memadai yang membuat kinerja yang
dihasilkan melalui capaian kinerja pegawai dan nilai perilaku belum
menggambarkan kinerja terbaik pegawai. Untuk itu disarankan dilakukannya
sosialisasi serta asistensi secara terus menerus sehingga pengelolaan kinerja akan
menjadi lebih baik.

Keyword : pengelolaan kinerja pegawai, indikator kinerja wutama
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu institusi
pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan
roda perekonomian nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk
pengumpulan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional,
pemberian fasilitasi perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai pasokan
perdagangan internasional, pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan
pertumbuhan dan melindungi investasi dalam negeri, serta melindungi
masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya bagi keamanan
dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Peran ini pada akhirnya juga memberikan kontribusi siginifikan
dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam
menggerakan pertumbuhan di sektor riil karena peran DJBC menjadi salah satu
faktor penting daya saing nasional dalam ekonomi global dan menjadi salah satu
faktor penentu keputusan investasi asing.

Sebagai aparat fiskal dan juéa sekaligus sebagai aparat pengawasan
terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, DJBC mengemban tugas dan
tanggung jawab yang cukup besar, meliputi:

1. Pengamanan dan pemungutan penerimaan negara dari kegiatan impor,

ekspor, dan pemungutan cukai (revenue collection);
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2. Melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan internasional (frade
facilitation);

3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan
industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai
serta pencegahan unfair trading (industrial assistance);,

4. Menjamin perlindungan kepada masyarakat terhadap akses yang timbul
sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan
serta narkotika (community protection).

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi
dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah melalui beberapa perjanjian
perdagangan bebas baik bilateral maupun multilateral, maka saat ini titik berat
tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari Revenue Collection ke Trade
Facilitation, Industrial Assistance dan Community Protection yang bertujuan
untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri.

Keseluruhan tugas yang dibebankan di bidang kepabeanan dan cukai
tersebut di atas memerlukan suatu pengukuran kinerja yang lebih terukur bagi
pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bagian dari Kementerian
Keuangan sebagai dasar penilaian akan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
tugas yang dibebankan. Dengan adanya tingkat keberhasilan kinerja pegawai yang
tinggi diharapkan dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi
pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara keseluruhan.

Kebutuhan akan adanya pengukuran kinerja bagi pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai selaras pula dengan adanya tuntutan reformasi birokrasi di
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